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Kehadiran saksi dalam suatu akad nikah adalah sebagai penentu sah 
tidaknya akad nikah. Jumhur ulama berpendapat, perkawinan tidak sah tanpa 
bukti, tidak sah hingga ada saksi yang hadir pada saat akad nikah meski  
pemberitahuan pernikahan terlaksana dengan cara lain. Salah satu syarat saksi 
yang disebutkan dalam hadis adalah adil. Imam Abu Hanifahdan Imam Syafii 
berbeda pendapat mengenai penentuan dan kriteria saksi adil dalam perkawinan. 
Imam Abu Hanifah mengatakan seorang saksi tidak harus adil sedangkan Imam 
Syafii mengatakan perkawinan tidak sah bila tidak di hadiri dua orang saksi yang 
adil. Berpijak dari latar belakang tersebut, dalam skripsi ini penulis tertarik 
membahas pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafii mengenai kriteria saksi 
adil dalam perkawinan dan istinbath hukum yang digunakan kedua Imam dalam 
menetapkan kriteria adil bagi saksi.Penelitian ini merupakan penelitian 
kepustakaan (library research). Untuk memperoleh data-data yang dipaparkan 
dalam penelitian ini, penulis menggunakan data sekunder yaitu buku-buku, kitab-
kitab, dan literatur-literatur kedua Imam yang terkait dalam penelitian. Setelah 
data data tersebut terkumpul, lalu disusun, dijelaskan, kemudian dianalisis dengan 
menggunakan metode deskriptif dan analisis komparatif, yaitu membandingkan 
antara pendapat Imam Abu Hanifah dan pendapat Imam_Syafi‟i.Hasil penelitian 
menyimpulkan, menurut Imam Abu Hanifah seorang saksi tidak harus adil, saksi 
yang fasik pun dapat menjadi saksi, karena pada dasarnya semua muslim adil, 
karena apabila ingin menilai keadilan sesorang cukup dilihat dari sisi lahiriahnya. 
Sedangkan menurut Imam Syafii pernikahan tidak sah tanpa menghadirkan dua 
orang saksi yang adil. Menurut beliau kriteria adil bagi saksi yakni orang yang 
salih, orang yang menjauhi dosa besar dan kecil, orang yang dapat menahan 
amarahnya, dan yang dapat menjaga muru’ah (kehormatan diri). Istinbath hukum 
yang digunakan Imam Abu Hanifah dalam menentukan krieria adil bagi saksi 
berdasarkan dalil Al-Quran Surah Al-Hujurat Ayat 6 yang menyebutkan bahwa 
Allah SWT tidak memerintahkan untuk menolak ucapan orang fasik secara 
mutlak, sesungguhnya Allah hanya memerintahkan pemeriksaan selektif 
terhadanya. Dan Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah yang menyatakan semua orang 
muslim adil. Imam Syafi‟i mengistibathkan hukum dalam menentukan kriteria 
adil bagi saksi berdasarkan dalil Al-Quran surah At-Talaaq ayat 2yang 
menyebutkan bahwa persaksian harus disaksikan dengan dua orang saksi yang 
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                            
                                
       
Artinya: “Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah 
mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan 
persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan 
hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi 
pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari 
akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan 
Mengadakan baginya jalan keluar”. 
(Q.S At-Talaaq(65):2) 
 
َعْدلٍ  َديْ ىِ اََل ِنَكاَح ِاَّلَ ِبَوِِلّ َوشَ   
Artinya: “Tidak sah pernikahan kecuali dengan dua wali dan dua orang saksi 
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       Sebagai langkah awal untuk memahami judul skripsi ini dan untuk 
menghindari kesalahpahaman serta memberi gambaran yang jelas, maka 
penulis perlu untuk menjelaskan beberapa kata yang terkandung dalam judul 
skripsi ini. Judul skripsi ini adalah “Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah Dan 
ImamSyafi‟i tentang Kriteria Saksi Adil dalam Perkawinan” Adapun kata-kata 
yang perlu dijelaskan sebagai berikut: 
     1._Analisis pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi‟i adalah 
penyelidikan atau penelusuran terhadap suatu pendapat dari Imam Abu 
Hanifah dan Imam Syafi‟i sebagai tokoh dari empat Imam Mazhab untuk 
memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan. 
    2. Kriteria saksi adil dalam perkawinan adalah ukuran yang menjadi dasar 
penilaian atau penetapan dalam memilih seorang saksi yang adil. Adil yang 
dimaksud dalam skripsi ini adalah bukan orang yang fasik (orangyang 
pernah melakukan dosa besar dan sering menjalankan dosa kecil).
1
 
                Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang 
dimaksud judul skripsi ini adalah analisis terhadap pendapat Imam Abu 
Hanifah dan ImamSyafi‟itentang makna dan kriteria saksi adil dalam 
perkawinan.  
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     1..Alasan_Objektif 
       Alasan objektif dari penelitian ini adalah dari keempat Imam Mazhab 
hanya Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi‟i yang membahas secara detail 
tentang saksi adil, selain itu kedua Imam ini berbeda pendapat mengenai 
kriteria saksi adil sehingga menurut penulis pendapat mereka dapat 
dijadikan studi komparasi. 
    2. Alasan Subjektif 
       Judul tersebut sesuai dengan disiplin ilmu penulis sebagai mahasiswa di 
Jurusan Akhwal Al-Syakhsiyyah guna pengembangan diri dan memberikan 
kontribusi dalam studi hukum keluarga. Serta adanya pendukung dalam 
penulisan skripsi ini, seperti tersedianya sumber referensi dan literatur-
literatur sebagai bahan rujukan penelitian. 
C._Latar_Belakang 
       Setiap manusia diberi kodrat oleh Allah untuk hidup berpasang-pasangan 
sesuai dengan tuntutan agama yakni, perkawinan. Melalui kodrat itulah 
manusia dapat menambah keturunan, sehingga menjamin kesinambungan 
regenerasi keluarga. Perintah hukum perkawinan ini diperjelas dalam Al-
Quran Surah An-Nuur ayat 32 : 
                           






Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian di antara kamu, dan 
orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu 
yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan.Jika 
mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan 
kurniaNya. Dan Allah maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha 
mengetahui.”  
       Kompilasi Hukum Islam menegaskan pada Pasal 2 bahwa, perkawinan 
menurut Hukum Islam adalah pernikahan,yaitu akad yang sangat kuat atau 
miitsaaqan gholidzhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya 
merupakan ibadah.
2
 Tujuan dari perkawinan adalah untuk mewujudkan 
rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah. Selain itu KHI juga 
menjelaskan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut 
hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang- undang Nomor 1 tahun 
1974_tentang_perkawinan. 
       Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan 
mendefinisikan juga bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara 
seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan 
membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagiadan kekal berdasarkan 
Ketuhanan Yang Maha Esa. 3 Secara keseluruhan  perkawinan akan sah 





5. Ijab dan kobul (akad nikah)
4
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 Lihat Kompilasi Hukum Islam Pasal  2 
3
 Lihat Pasal 1 Undang-undang Perkawinan Tahun 1974 
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       Rukun nikah tersebut merupakan ketentuan yang harus dipenuhi agar 
perkawinan yang dilaksanakan sah dan diakui secara hukum, sehingga hak 
dan kewajiban yang berkenaan dengan perkawinan dapat 
diberlakukan.Berkaitan dengan saksi disebutkan dalam KHI: 
“(1) Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah 




       Memahami kutipan Pasal 24 dalam KHI yang menyebutkan 
saksimerupakan rukun dalam perkawinan dengan menghadirkan dua orang 
saksi berdampak pada satu bahasan dimana harus diketahui pula bahwa 
seorang saksi pernikahan memiliki syarat dan ketentuan tersendiri. Berikut 
seseorang  yang dapat di tunjuk  sebagai saksi dalam akad nikah : 1) Seorang 




       Berdasarkan rukun dan syarat yang telah dipaparkan terdapat syarat 
mutlak yang harus terpenuhi untuk mencapai keabsahan dalam pernikahan 
yaitu kehadiran saksi, artinya saksi juga merupakan salah satu hal yang 
penting dan menentukan, sebagaimana yang  tertuang pada Pasal 24 
Kompilasi Hukum Islam. Karena pernikahan merupakan ikatan yang suci dan 
akan menimbulkan banyak akibat hukum,seperti waris-mewaris, hak asuh 
anak dan lainnya. Oleh sebab itu, penulis beranggapan jika pernikahan 
dilangsungkan tanpa adanya saksi yang benar-benar mencukupi syarat 
sebagai seorang saksi pernikahan akan dikhawatirkan menimbulkan dampak 
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yang buruk terhadap anak hasil pernikahan tersebut seperti tidak dapat 
pengakuan di mata hukum dan dapat menimbulkan hak warisnya hilang, 
maka akhirnya si anak tidak mendapatkan haknya sebagaiahli waris. 
       Jumhur ulama sepakat bahwa perkawinan tidak sah tanpa ada kejelasan 
mengenai saksi yang adil, berdasarkan Firman Allah dalam Surah At-Talaaq 
Ayat 2 dan Hadis Nabi menyebutkan dua orang saksi adil yang berbunyi: 
                            
                                 
           
 
Artinya: “ Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah 
mereka dengan baik atau lepaskan, maka rujukilah mereka 
dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan 
persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu 
dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. 
Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman 
kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada 
Allah niscaya Dia akan Mengadakan baginya jalan keluar.” 
 
دار قطين(ال. )رواه لٍ دْ عَ  يْ دَ اىِ شَ وَ  ِلي وَ بِ  َل  اِ  احَ كَ نِ : ََل مِ ل  سَ  وَ  وِ يْ لَ عَ  ى االلُ لَ صَ  االلِ  لُ وْ سُ رَ  لَ قاَ   
  Artinya:“Rasulullah SAW bersabda: “Nikah tidak sah kecuali jika 




        Berdasarkan ayat dan hadis di atas dapat dikatakan bahwa saksi yang 
dikehendaki harus bersifat adil. M. Quraish Shibab dalam kitab Tafsir Al- 
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 Hadis ini diperkuat dengan riwayat Abdurrahman bin Yunus dari Isa bin Yunus dengan 
redaksi yang sama seperti tadi. Demikian pula riwayat Sa‟id bin Khalid bahwa Abdullah 
bin Amr bin Utsman, Yazid bin Sinan, Nuh bin Darraj dan Abdullah bin Hakim Abu 
Bakar, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah. Semuanya meriwayatkan 
lafazh “dua orang saksi yang adil”. Demikian pula riwayat Ibnu Abu Mulaikah dari 
Aisyah RA. Lihat Al Imam Al Hafizh Ali bin Umar Ad-Daraquthni, Sunan Ad-





Misbah mengatakan bahwa seorang saksi harus bersifat adil hal itu bertujuan 
agar tidak timbul rumor yang tidak baik, dan juga tidak timbulnya 
kecurigaan.
8
        
       Mengenai saksi adil dalam perkawinan para fuqaha berbeda pendapat 
tentang kriteria adil itu sendiri. Imam Syafi‟i berpendapat pernikahan tidak 
sah jika tidak disaksikan oleh dua orangsaksi yang adil  sedangkan Imam Abu 
Hanifah menyatakan bahwa pernikahan yang disaksikan oleh orang yang 
tidak_adil/fasik_maka_perkawinannya_tetap_sah.
9
Sebagaimana yang telah 
dijelaskan bahwa kesaksian dalam suatu akad pernikahan itu berperan penting 
yang mempengaruhi sahnya suatu pernikahan. Namun dalam kenyataan yang 
terjadi dalam masyarakat muslim Indonesia dewasa ini bahwa kesaksian itu 
hanya dianggap sebagai formalitas suatu akad pernikahan, bahkan menjadi 
seorang saksi dalam suatu pernikahan bukanlah hal yang esensial.Banyak di 
antara akad pernikahan yang dilangsungkan menghadirkan seorang saksi 
yang jauh dari kriteria seorang saksi atau bahkan tidak memenuhi syarat-
syarat sebagai seorang saksi,tidak sedikit masyarakat yang menunjuk saksi 
dari orang-orang yang bisa dikatakan fasik,seperti hampir tidak pernah 
terlihat melaksanakan salat fardu,salat Jumat,masuk bulan Ramadan pun 
mereka enggan untuk melaksanakan kewajiban berpuasa. Dan yang lebih 
memperihatinkan ada sebagian masyarakat yang memilih saksi untuk 
pernikahan yakni orang-orang yang suka melakukan kemungkaran, seperti 
mabuk-mabukan dan berjudi. Sehingga peranan saksi yang dipilih oleh orang 
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tua atau keluarga tadi hanya sebatas formalitas atau bahkan pelengkap yang 
tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum Islam dan 
perundang-undangan yang berlaku. Dan pada akhirnya peran seorang saksi 
dalam masalah ini tidak dianggap hal yang penting dan dapat berpengaruh 
pada_keabsahan_akad_perkawinan_tersebut. 
       Berdasarkan permasalahan diatas maka penulis perlu untuk meneliti 
kriteria saksi adil melalui pendapat dua Imam mazhab,dan bagaimana istibath 
hukum yang digunakan kedua Imam tersebut, sehingga penulis angkat dalam 
satu judul penelitian “Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah Dan ImamSyafi‟i 
Tentang Kriteria Saksi Adil Dalam Perkawinan”. 
D._Fokus_Penelitian 
        Fokus Penelitian ini adalah pada pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam 
Syafi‟I mengenai kriteria saksi adil dalam perkawinan. 
E._Rumusan_Masalah 
       Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis deskripsikan di atas, 
maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut: 
     1. Bagaimana kriteria saksi adil dalam perkawinan menurut Imam Abu 
Hanifah dan Imam Syafi‟i? 
      2. Bagaimana istinbath hukum kedua imam dalam menetapkan kriteria saksi 
adil dalam perkawinan ? 
F. Tujuan Penelitian 





     1. Untuk mengetahui kriteria saksi adil menurut Imam Abu Hanifah dan Imam 
Syafi‟i. 
     2. Untuk mengetahui dan memahami  istinbath hukum yang digunakan kedua 
Imam dalam menetapkan kriteria  saksi adil dalam perkawinan. 
G. Signifikansi Penelitian 
     Signifikansi penelitian ini adalah: 
    1. Secara teoritis, kegunaan penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk 
memperoleh pengalaman dan menambah daya kritis peneliti dalam proses 
pengembangan hukum keluarga, semoga hasil penelitian ini dapat 
memberikan kontribusi dan bantuan penelitian-penelitian yang mirip dan 
serupa di kemudian hari. 
    2. Secara praktis, diharapkan dapat memberikan sebuah pemahaman mengenai 
konsep saksi adil serta sumbangan pemikiran dan pengetahuan. Serta dapat 
dijadikan tambahan bacaan ilmiah kepustakaan serta bahan referensi untuk 
penelitian selanjutnya.  
H. Metode Penelitian 
     1.Jenis dan Sifat Penelitian 
        a.  Jenis Penelitian 
       Penelitian ini disebut dengan penelitian kepustakaan (library 
research) yaitu penelitian yang dilakukan melalui bahan-bahan pustaka 
atau literatur-literatur kepustakaan sebagai sumber tertulis. Penelitian ini 
lebih banyak berhubungan dengan data sekunder yang ada 









         b. Sifat Penelitian  
       Menurut sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Yang 
dimaksud deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti suatu objek yang 
bertujuan membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis 
dan objek mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, cirri-ciri serta hubungan 
antara unsur yang ada atau fenomena tertentu.
11
Dalam hal ini, penulis 
akan membahas permasalahan saksi nikah secara umum terlebih dahulu. 
Setelah itu, dilanjutkan dengan pembahasan  mengenai sifat adil bagi 
seorang saksi nikah menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi‟i. 
    2.  Sumber Data 
                Berdasarkan jenis penelitian tersebut diatas, maka data yang digunakan 
adalah data sekunder yang terdiri dari sumber data primer dan sumber data 
sekunder sebagai berikut : 
         a. Sumber Data Primer  
       Sumber data primer yaitu suatu data yang diperoleh secara langsung 
dari sumber aslinya. Dalam penelitian ini yang menjadi data primer 
adalah Kitab Bidayatul Mujtahid karangan Ibnu Rusyd, Fiqh Islam Wa 
Adilatuhu karangan Wahbah Az-Zuhaili dan Kitab Al-Umm karangan 
Imam Syafi‟i. 
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         b. Sumber Data Sekunder  
                    Sedangkan yang dimaksud data sekunder adalah berbagai data yang 
mendukung dan berkaitan dengan judul skripsi, sedangkan sumber 
sekunder yang dipakai dalam skripsi ini adalah data yang dapat 
memberikan data pendukung yaitu semua buku, artikel, laporan 
penelitian, atau karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian. 
    3. Metode Pengumpulan Data 
               Dalam pengumpulan data di penelitian menggunakan metode 
dokumentasi yaitu peneliti melakukan penelaahan terhadap buku-buku yang 
berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas, yaitu dengan cara 




   4. Metode Pengolahan Data 
       a. Pengolahan Data 
                  Data-data yang telah terkumpul kemudian diolah, pengolahan data 
umumnya dilakukan dengan cara: 
       1) Pemeriksaan data (editing) yaitu memeriksa apakah data yang terkumpul 
sudah cukup lengkap, sudah benar, sesuai sesuai/ relevan dengan 
masalah. 
       2) Sistemetasidata (systematizing) yaitu menempatkan data menurut 
kerangka sistematika bahasa berdasarkan urutan masalah. 
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 5. Analisis Data 
                Dalam penelitian ini peneliti menganalisis data dengan menggunakan 
pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor metode kualitatif adalah 
prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata 
tertulis atau lisan dari orang- orang atau prilaku yang dapat diamati.
13
 
           Metode kualitatif dalam penelitian ini adalah dengan mengemukakan 
analisis dengan bentuk uraian kata-kata tertulis dan tidak berbentuk angka-
angka. 
          Kemudian penulis mengunakan penelitian komperatif yaitu penelitian 
yang bersifat membandingkan. Penelitian ini dilakukan untuk 
membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan 
sifat-sifat objek yang diteliti berdasarkan kerangka pemikiran terentu. Dalam 
penelitian komperatif ini penulis membandingkan persamaan dan perbedaan 
pendapat antara Imam Abu Hanifah dan Imam Syafii tentang kriteria saksi 
adil dalam perkawinan. Adapun persamaan pendapat Imam Abu Hanifah dan 
Imam Syafi‟i tentang saksi dalam perkawinan adalah sama-sama 
menempatkan saksi sebagai rukun dalam akad nikah. Sedangkan perbedaan 
pendapat antara kedua Imam ini berbeda mengenai kriteria dan makna saksi 
adil dalam perkawinan. 
          Kesimpulan akhir dalam penelitian ini menggunakan metode deduktif. 
Deduktif yaitu cara berfikir dengan menggunakan analisis yang berpijak dari 
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pengertian-pengertian atau fakta-fakta yang bersifat umum, kemudian diteliti 
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A. Tinjauan Umum tentang Saksi Adil dalam Perkawinan 
     1.  Konsep Perkawinan di Indonesia 
          a. Pengertian Perkawinan  
                     Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan 
seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga 
(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang 
Maha Esa.
15
Ikatan lahir berarti bahwa para pihak yang bersangkutan 
karena perkawinan, secara formil merupakan suami istri, baik bagi 
mereka dalam hubungannya satu sama lain maupun bagi mereka dalam 
masyarakat luas. Ikatan batin dalam perkawinan berarti bahwa dalam 
batin suami isteri yang bersangkutan terkandung niat yang sungguh-
sungguh untuk hidup bersama sebagai suami istri.
16
 
                     Pengertian perkawinan menurut beberapa sarjana sebagai berikut: 
              1)_Menurut Subekti, perkawinan adalah pertalian yang sah antara 
seorang lelaki  dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. 
              2)_Menurut Ali Afandi, perkawinan adalah suatu persetujuan 
kekeluargaan. 
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             3) Menurut Paul Scholten, perkawinan adalah hubungan hukum antara 
seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal, 
yang diakui oleh Negara. 
             4) Menurut R Wirjono Prodjodikoro, perkawinan yaitu suatu hidup 
bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang 
memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan Hukum 
Perkawinan. 
           5)_Menurut Soediman Kartohadiprodjo,perkawinan adalah hubungan 
antara seorang wanita dan pria yang bersifat abadi. 
           6) Menurut K. Wantjik Saleh, perkawinan adalah  ikatan lahir batin antara 
seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri.
17
 
                       Dari uraian definisi di atas, maka dapat disimpulkan, bahwa yang 
dimaksud dengan perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara 
seorang pria dan wanita untuk membentuk suatu keluarga dalam jangka 
waktu yang lama. Adapun yang dimaksudkan dengan Hukum 
Perkawinan adalah hukum yang mengatur mengenai syarat-syarat dan 
caranya melangsungkan perkawinan, beserta akibat-akibat hukum bagi 
pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut. 
       b. Bentuk-bentuk Perkawinan 
                Pada dasarnya, bentuk-bentuk perkawinan dapat dilihat dari dua segi 
yaitu: 
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          1) Dilihat dari segi jumlah suami atau istri, maka bentuk perkawinan terdiri 
atas: 
a) Perkawinan monogami ialah perkawinan antara seorang pria dan 
seorang wanita. Bentuk perkawinan ini paling ideal dan sesuai 
dengan ajaran agama serta Undang-Undang Perkawinan. 
b) Perkawinan poligami ialah perkawinan antara seorang pria lebih    
dari satu wanita ataupun perkawinan antara seorang wanita lebih dari 
satu pria. Dengan demikian, bentuk perkawinan ini dapat dibedakan 
lagi menjadi dua macam,yaitu: 
                    (1) Poligami, yaitu perkawinan anara seorang pria dan lebih dari     
satu wanita 
                    (2) Poliandri, yaitu perkawinan antara seorang wanita dan lenih dari 
satu pria.  
 2) Dilihat dari segi asal suami-istri 
                   Jika ditinjau dari segi asal suami-istri, maka bentuk perkawinan terdiri 
atas: 
                a) Perkawinan eksogami ialah perkawinan antara pria dan wanita yang 
berlainan suku dan ras. Misalnya masyarakat di Tapanuli, 
Minangkabau, Sumatera Selatan, dan sebagainya. 
                b) Perkawinan endogami ialah perkawinan antara pria dan wanita yang 
berasal dari suku dan ras yang sama. 
               c) Perkawinan heterogami ialah perkawinan antara pria dan wanita dari 
lapisan sosial yang berlainan.
18
 







c. Asas-asas dan Prinsip Perkawinan 
                Prinsip-prinsip hukum perkawinan yang bersumber dari Al-Quran dan 
Hadis yang kemudian dituangkan dalam garis-garis hukum melalui undang-
undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum 
Islam tahun 1991 mengandung 7 (tujuh) asas atau kaidah hukum, yaitu 
sebagai berikut: 
           1) Asas Membentuk  Keluarga Yang Bahagia Dan Kekal.  
               Suami dan  istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-
masing dapat mengembangkan kepribadiannya untuk mencapai 
kesejahteraan spiritual dan material. 
           2) Asas Keabsahan Perkawinan  
               Didasarkan pada  hukum agama dan kepercayaan bagi pihak yang 
melaksanakan perkawinan, dan harus dicatat oleh petugas yang 
berwenang. 
           3) Asas Monogami Terbuka 
               Jika suami tidak mampu berlaku adil terhadap hak-hak istri bila lebih 
dari seorang maka cukup seorang istri saja. 
           4) Asas calon suami dan calon  istri telah matang jiwa raganya dan 
melangsungkan perkawinan, agar mewujudkan tujuan perkawinan secara 
baik dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, sehingga tidak 
berfikir kepada perceraian. 
          5)  Asas mempersulit terjadinya perceraian. 
          6) Asas keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri, baik dalam 





karena itu, segala sesuatu dalam  keluarga dapat dimusyawarahkan dan 
diputuskan bersama oleh suami istri. 
         7) Asas pencatatan  perkawinan  mempermudah mengetahui manusia yang 
sudah menikah atau  melakukan ikatan perkawinan.
19
 
d. Dasar Hukum Perkawinan 
          1) Al-Quran 
        Dasar hukum perkawinan terdapat dalam Al-Quran Surah An-Nisa 
Ayat 1, An-Nuur Ayat 32, dan Ar-Ruum Ayat 21 yang berbunyi: 
                                    
                                  
   
 Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang 
telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya 
Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah 
memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. 
dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) 
nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) 
hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan 
mengawasi kamu”. (Q.S. An-Nisaa(4):1) 
                            
             
Artinya:”Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, 
dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba 
sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang 
perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan 
mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-
Nya) lagi Maha mengetahui.” (Q.S. An-Nuur(24):32) 
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                                
                  
Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia 
menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, 
supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, 
dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. 
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat 
tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (Q.SAr-Ruum(30):21) 
         2) Hadis  
 نْ مَ وَ  جِ رْ فَ لْ لِ  نُ صَ حْ اَ وَ  رِ صَ بَ لْ لِ  ض  غَ اَ  وُ ن  اِ فَ  جْ و  زَ تػَ يَ لْ فػَ  ةَ اءَ لبَ اْ  مُ كُ نْ مِ  اعَ طَ تَ اسْ  نِ مَ  ابِ بَ الش  رَ يَاَمْعشَ 
20[وِ يْ ]ُمتػ َفٌق َعلَ اءٌ جَ وِ  وُ لَ  وُ ن  اِ فَ  مِ وْ لص   باِ  وِ يْ لَ عَ فػَ  عْ تطِ سْ يَ   لَْ   
Artinya:“Wahai para pemuda,siapa saja diantara kalian yang 
telahmemiliki kemampuan untuk menikah, hendaklah dia 
menikah;karena menikah lebih menundukkan pandangan dan 
lebihmenjaga kemaluan. Adapun bagi siapa saja yang belum 
mampumenikah, hendaklah ia berpuasa; karena berpuasa itu 
merupakanperedam (syahwat)nya” 
     e. Rukun dan Syarat  Perkawinan 
         Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Perkawinan menyatakan bahwa  suatu    
perkawinan baru sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing 
agama dan  kepercayaannya. Selain itu ada keharusan untuk melakukan 
pencatatan perkawinan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2),yaitu tiap-tiap 
perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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            Perkawinan merupakan salah satu ibadah dan memiliki syarat-syarat 
sebagaimana  ibadah lainnya. Syarat dimaksud, tersirat dalam Undang-
Undang Perkawinan dan KHI yang dirumuskan sebagai berikut: 
1) Syarat-syarat calon mempelai pria adalah sebagai berikut: 
a) Beragama Islam 
b) Laki-laki 
c) Jelas  Orangnya  
d) Dapat memberikan persetujuan 
e) Tidak terdapat halangan perkawinan 
            2) Syarat-syarat calon mempelai wanita adalah sebagai berikut: 
     a) Beragama, meskipun yahudi atau nasrani 
b) Perempuan 
c) Jelas orangnya 
d) Dapat dimintai persetujuannya 
e) Tidak terdapat halangan perkawinan 
            3) Syarat-syarat wali nikah 
a) Laki-laki 
b) Dewasa 
c) Mempunyai hak  perwalian  
d) Tidak terdapat halangan perwaliannya. 
            4) Syarat - syarat saksi  nikah 
a) Islam 
b) Dewasa 
c) Minimal dua orang laki-laki 





   e) Hadir dalam ijab qabul. 
               5) Ijab Qabul, syarat-syaratnya: 
                   a) Adanya pernyataan  mengawinkan dari wali  
                   b) Adanya pernyataan  penerimaan dari calon mempelai pria  
                   c) Memakai kata-kata nikah,tazwij atau terjemahan dari kata nikah  
atau tazwij 
                   d) Antara ijab dan qabul bersambungan  
                   e) Antara ijab dan qobul jelas maksudnya  
                   f) Orang yang terkait dengan ijab qabul tidak sedang dalam ihram  
haji/umrah 
                   g) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimal  empat orang 
yaitu: 
                       (1) Calon mempelai pria atau wakilnya  




         f.  Pelaksanaan Perkawinan 
                    Menurut Pasal 71 KUH Per, sebelum melangsungkan perkawinan, 
pegawai catatan sipil harus meminta supaya diperlihatkan kepadanya: 
             1) Akta kelahiran calon suami-istri masing-masing 
             2) Akta yang dibuat oleh pegawai catatan sipil tentang adanya izin kawin 
dari mereka yang harus memberi izin, izin mana juga dapat diberikan 
dalam surat perkawinan sendiri. 
             3) Akta yang memperlihatkan adanya perantaraan pengadilan negeri. 
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4) Jika perkawinan itu untuk kedua kalinya, harus diperlihatkan akta 
perceraian, akta kematian suami atau di dalam hal keidakhadiran 
suami atau istri yang dahulu, turunan izin hakim untuk kawin. 
              5) Akta kematian segala mereka yang sedianya harus memberikan izin 
kawin. 
               6)_Bukti, bahwa pengumuman kawin tanpa pencegahan telah 
berlangsung di tempat, dimana pengumuman itu diperlukan, ataupun 
bukti bahwa pencegahan yang dilakukan telah digugurkan. 
               7) Dispensasi kawin yang telah diberikan. 




                       Perkawinan harus dilangsungkan dimuka umum, di hadapan 
pegawai catatan sipil tempat tinggal salah satu dari kedua belah pihak, 
dan dengan dihadiri oleh dua orang saksi, baik keluarga maupun bukan 
keluarga, yang telah mencapai umur 21 tahun dan berdiam di Indonesia. 
Untuk melangsungkan perkawinan,kedua calon suami-istri harus 
menghadap sendiri di muka pegawai catatan sipil.  
2. Konsep Perkawinan Dalam Fiqh Munakahat 
    a. Pengertian Perkawinan dalam Fiqh Munakahat 
       Pernikahan atau perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan 
dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang 
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 Kata nikah berasal dari bahasa Arab 
جتزو Sinonimnya نكح yang merupakan masdar atau asal dari kata kerja نَِكاحٌ   
kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan perkawinan.      
Kata nikah telah di bakukan menjadi bahasa Indonesia.Kata nikah itu 
sendiri secara hakiki berarti akad, yaitu akad antara calon suami istri 
untuk membolehkan keduanya bergaul. Sebagaimana suami isteri dan 
secara majazi berarti persetubuhan.
24
 
         Para ulama fikih mendefinisikan perkawinan dalam konteks 
hubungan biologis. Untuk lebih jelasnya beberapa definisi akan diuraikan 
dibawah ini seperti yang dijelaskan oleh Wahbah az-Zuhaili sebagai 
berikut: 
        Akad yang membolehkan terjadinya al-Istimta’ (persetubuhan) 
dengan seorang wanita, atau melakukan wathi‟, dan berkumpul selama 




        Menurut Hanafiah nikah adalah akad yang memberi faedah untuk 
melakukan mut‟ah secara sengaja artinya kehalalan seorang laki-laki 
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  Menurut Hanabilah nikah adalah akad yang menggunakan lafaz inkah 




         Muhammad Abu Zahrah di dalam kitabnya al-Ahwal al-Syakhsiyyah, 
mendefinisikan nikah sebagai akad yang menimbulkan akibat hukum 
berupa halalnya melakukan persetubuhan antara laki-laki dengan 




        Dalam bahasa Indonesia perkawinan menurut hukum Islam adalah 
pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizan untuk 
menaati perintah Allah dan melaksankannya merupakan ibadah.
29
 




            3)_Wali_dan_dua_orang_saksi_laki-laki 
            4)_Ijab dan qabul. 
                        Persyaratan dalam pernikahan sangat berhubungan erat dengan 
rukun-rukun nikah, sebagai berikut : 
               a) Syarat mempelai laki-laki 
                  (1) Tidak ada hubungan mahram dari calon isteri 
      (2) Kemauan sendiri (merdeka) 











      (3) Jelas identitasnya 
      (4) Tidak sedang menjalankan ihram. 
             b)  Syarat mempelai perempuan, yaitu: 
(1) Tidak ada halangan syar‟i  
(2) Tidak berstatus punya suami yang masih sah  
(3) Tidak ada hubungan mahram  
                  (4) Tidak dalam keadaan iddah  
                  (5)  Kemauan sendiri (merdeka)  
                  (6)_Jelas_identitasnya 
                  (7) Tidak sedang menjalankan ihram 
c)  Syarat-syarat wali 
(1) Laki-laki 
(2) Baligh  
(3) Sehat akal  
     (4) Tidak dipaksa 
     (5)  Adil  
     (6) Tidak sedang ibadah ihram 
d) Syarat-syarat saksi 
(1) Laki-laki 
(2) Baligh  
                  (3) Sehat akal 
                  (4) Adil 
(5) Mendengar dan melihat 
(6) Tidak dipaksa 
(7) Tidak sedang ibadah ihram 





e)  Syarat Ijab qabul 
(1) Ijab dilakukan oleh wali atau yang mewakilinya, sedangkan  qabul 
dilakukan oleh mempelai laki-laki yang mewakilinya (dengan 
syarat yang ketat), keduanya harus mumayyiz. 
 (2) Dilangsungkan dalam satu majelis, kemudian antara ijab dan qabul 
tidak diperbolehkan diselingi dengan kalimat atau perbuatan yang 
dapat memisahkan antara ijab dan qabul. 
f) Keduanya tidak diperbolehkan kontradeksi. 
                        Misal, seorang wali apabila mengakadnikahkan putri A, maka yang 
diterimakan dalam qabul harus putri A. Ijab dan qabul dilakukan 




                         Rukun dan syarat-syarat perkawinan tersebut di atas wajib 
dipenuhi, apabila tidak terpenuhi maka perkawinan yang 
dilangsungkan tidak sah.  
3._Saksi_dalam_Perkawinan 
      a._Pengertian_Saksi 
                  Menurut bahasa kata saksi dalam bahasa Arab dikenal dengan  شاهد 
yang berbentuk isim fa’il. Kata tersebut berasal dari masdar      
شهود-يشهد-شهد akar katanya adalah شهادة/شهود  yang menurut bahasa 
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artinya menghadiri, menyaksikan (dengan mata kepala), memberikan 
kesaksian didepan hakim, mengakui, bersumpah, mengetahui, 
mendatangkan dan menjadikan sebagai saksi.
31
Kata Asy-syahadah  
berasal dari kata al-musyahadah yang berarti al-mu’ayanah (melihat 
dengan mata). Karena, orang yang bersaksi (syahid)  memberitahukan apa 
yang ia saksikan dan ia lihat. Maknanya adalah pemberitahuan tentang 




                  Kata saksi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti 
orang yang melihat, dalam berbagai arti seperti; orang yang diminta hadir 
pada suatu peristiwa untuk mengetahuinya, supaya bilamana perlu dapat 
member keterangan yang membenarkan bahwa peristiwa itu sungguh-
sungguhterjadi. Orang yang mengetahui sendiri sesuatu kejadian, hal 




     Saksi dalam akad nikah merupakan orang yang ditunjuk untuk 
menjadi saksi dalam pelaksanaan akad nikah. Saksi pernikahan telah 
diatur dalam Pasal 24, pasal 25, dan pasal 26 Kompilasi Hukum Islam. 
Saksi dalam akad nikah merupakan bagian dari rukun akad nikah 
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sehingga diwajibkan hadir pada saat prosesi akad nikah dilangsungkan.
34
 
Adapun pengertian saksi secara istilah menurut para ulama: 
          1) Salam Madkur mengartikan kesaksian sebagai berikut: 
الغري الشهادة عبارة عن اخبار صدؽ يف جملس احلكم بلفظ الشها دة َلثبات حق على  
             Artinya:“Kesaksian adalah istilah pemberitahuan seseorang yang benar 
di depan pengadilan denga ucapan kesaksian untuk 
menetapkan hak orang lain.” 
 
          2) Ibdul Hammam mengemukakan sebagai berikut: 
 اخبار صدؽ َلثبات حق بلفظ الشهادة يف جملس القضاء
              Artinya:“Pemberitahuan yang benar untuk menetapkan suatu hak 
dengan ucapan kesaksian di depan sidang pengadilan.”
35
 
           3) Menurut Wahbah Zuhaili pada bukunya berjudul FiqhIslam Wa 
adilatuhu mengatakan menurut istilah syara', syahaadahadalah 





          Dari berbagai definisi yang dikemukakan di atas, dapat 
disimpulkanbahwa saksi (syahadah) adalah orang yang memberikan 
keterangan yangbenar tentang apa yang dilihat, dialami, disaksikan dan 
apa yang didengartentang suatu peristiwa tertentu. 
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        b. Dasar Hukum dan Kedudukan Saksi 
       Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah, 
karena itu setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi. 
Kehadiran saksi dalam akad nikah mutlak diperlukan, apabila saksi tidak 




       Jumhur ulama berpendapat, perkawinan tidak sah tanpa bukti, tidak 
sah hingga ada saksi yang hadir pada saat akad nikah meski  
pemberitahuan pernikahan terlaksana dengan cara lain.
38
 
       Adapun dasar hukum saksi dalam pernikahan terdiri dari Al-Quran 
dan Hadis yaitu: 
Dalam surat At-Talaaq ayat 2 disebutkan: 
                            
                                 
           
Artinya: “Apabila mereka telah mendekai akhir iddahnya, maka rujukilah 
mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan 
persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil diantara 
kamu dan hendaklah kamu egakkan kesaksian itu karena Allah. 
Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman 
kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada 
Allah niscaya Dia akan mengadkan baginya jalan keluar”.(Q.S 
At-Talaaq(65):2) 
Kemudian dalam hadis nabi yang di riwayatkan oleh Ad-Daruquthni: 
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َعْدلٍ  يْ ِىدَ اََل ِنَكاَح ِاَّلَ ِبَوِِلّ َوشَ   
Artinya: “ Tidaklah ada pernikahan melainkan dengan wali dan dua 
orang saksi yang adil.” ( HR. Daruqutni)
39 
     c.  Syarat-syarat Saksi  
                 Agar akad nikah menjadi sah hukumnya, maka yang bertindak sebagai 
saksi harus memenuhi beberapa persyaratan, antara lain: 
1) Islam 
2) Baligh 






       Menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam buku nya yang berjudul Fiqh Islam 
Wa Adillatuhu mengatakan  bahwasanya saksi hendaknya memiliki 
beberapa sifat tertentu: 
a) Hendaknya mempunyai kapabilitas untuk mengemban persaksian; telah 
baligh dan berakal. 
b) Dengan kehadiran mereka hendaknya terwujud makna pengumuman  
akan pernikahan tersebut. 
c ) Hendaknya mampu menghargai pernikahan ketika menghadirinya. 
            Mengenai sifatul-ahliyyah (kapasitas) : yang disepakati dan 
disyarakan dalam persaksian nikah adalah al-Ahliyyah al-Kamilah 
(kapasitas sempurna), mampu mendengar ucapan kedua belah pihak 
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yang melakukan akad dan memahaminya.
41
Syarat-syarat saksi sebagai 
berikut: 
    (1) Akal: tidaklah sah orang gila bersaksi untyk acara akad nikah. 
Karena tujuan persaksian tidak terwujud, yaitu mengumumkan dan 
menetapkan pernikahan di masa datang, ketika ada pengingkaran. 
    (2) Baligh: tidaklah sah persaksian anak kecil sekalipun sudah 
mumayyiz (tamyiz), Karena kehadiran anak kecil tidak 
merealisasikan tujuan persaksian, yaitu mengumumkan dan 
menghargai prosesi pernikahan. Kehadiran mereka tidak sesuai 
dengan urgensi pernikahan itu sendiri. 
                  Kedua syarat ini telah disepakati oleh para ahli fiqh. Kedua 
syarat tersebut dapat dikumpulkan dalam satu syarat, yaitu saksi 
harus orang yang mukallaf (kenal beban hukum). Mereka (Para ahli 
fikih ) berbeda pendapat mengenai syarat-syarat yang lain, sesuai 
maksud dari adanya persaksian, apakah untuk mengumumkan saja 
sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama Hanafiah, atau 
menjaga pengingkaran akan akad (di kemudian hari ) sebagaimana 
dikatakan oleh para ulama Syafi‟iah. 
                (3) Berbilang: Syarat ini disepakati oleh para ahli Fiqh. Akad nikah 
tidak akan terlaksana dengan satu orang saksi saja, karena 
sebagaimana yang terkandung dalam hadits sebelumnya yang 
berbunyi, 
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“Para ulama Hanafiah menyebutkan bahwasanya 
barangsiapa menyuruh seorang lelaki untuk menikahkan 
putrinya yang kecil, lantas ia menikahkannya, sedangkan 
ayah si perempuan tersebut hadir dengan disertai satu 
orang saksi lagi, maka akad nikah tersebut boleh 
dilakukan. Karena sang ayah secara otomatis dapat 
mengikuti prosesi akad tersebut, sebab masih dalam satu 
majelis. Sedangkan wakilnya menjadi utusan yang 
mengungkapkan akad dan satu orang lagi menjadi saksi. 
Akan tetapi jka sang ayah  tidak ada di tempat, maka akad 
nikah tersebut tidak sah, karena majelis akadnya berbeda. 
Oleh karenanya, dalam keadaan tersebut tidak mungkin 
mengikutsertakan si ayah dalam akad. Jika seorang ayah 
menikahkan putrinya yang telah baligh di hadapan satu 
orang saksi; jika perempuan tersebut hadir di dalam 
majelis akad maka boleh hukumnya. Akan tetapi jika ia 
tidak hadir maka tidak boleh.” 
 
(4) Lelaki: ini merupakan syarat menurut jumhur ulama selain 
Hanafiah. Hendaknya saksi akad nikah itu adalah dua orang lelaki. 
Pernikahan tidak akan sah dengan satu orang saksi perempuan. 
Demikian juga tidak sah dengan persaksian satu laki-laki dan dua 
perempuan. Itu mengigat betapa pentingnya permasalahan akad 
nikah ini. Para ulama Hanafiah berkata, boleh hukumnya 
persaksian dua orang perempuan dan satu orang lelaki dalam akad 
nikah, sebagaimana persaksian dalam masalah harta; karena 
perempuan mempunyai kapabilitas untuk bersaksi. Tidak 
diterimanya persaksian perempuan dalam masalah hudud dan 
qishas karena adanya asyubhat dalam diri perempuan, sebab 
kemungkinan lupa lalai, dan tidak pasti, sedangkan masalah hudud 





(5) Merdeka: ini merupakan syarat menurut jumhur ulama, kecuali 
Hanabilah. Hendaknya kedua saksi tersebut adalah orang yang 
merdeka. Pernikahan tidak sah dengan persaksian dua orang budak 
lelaki, mengingat betapa pentingnya masalah pernikahan ini. Juga 
karena seorang budak tidak mempunyai hak wali bagi dirinya 
sendiri. Oleh karenanya, ia tidak berhak untuk bersaksi, karena 
tidak punya hak wali tersebut. Dengan demikian, dia juga tidak 
mempunyai hak wali atas orang lain. Sedangkan persaksian 
termasuk dalam kategori perwalian. 
 (6) Adil: Istiqamah dan senantiasa mengikuti ajaran-ajaran agama, 
seklaipun hanya secara lahiriah. Yaitu orang yang keadannya 
tertutup tidak terang-terangan melakukan tindak kefasikan dan 
peneyelewengan. 
(7) Islam: syarat ini sudah disepakati oleh seluruh ulama. Kedua saksi 
harus di pastikan seorang Muslim, tidak cukup dengan saksi yang 
ke-Islam-annya belum jelas. Syarat ini diberlakukan jika kedua 
mempelai sama-sama beragama Islam. Para Ulama Hanafiah tidak 
mensyaratkan syarat ini jika si istri adalah seorang Muslimah. Jika 
seorang muslim menikahi perempuan dzimmiyah (ahludzimmah) 
dengan kesaksian dua orang ahludzimmah maka itu sah menurut 
mereka (para ulama Hanafiah); karena kesaksian Ahli Kitab 
terhadap  orang Ahli kitab di perbolehkan. Akan tetapi hal itu tidak 





seorang muslim, maka akad nikah tersebut harus diketahui oelh 
khalayak kaum Muslimin. 
(8) Dapat melihat: ini merupakan syarat menurut ulama Syafi‟ah, 
dalam pendapat yang paling benar. Kesaksian orang buta tidak 
dapat diterima; karena perkataan tidak dapat ditangkap secara 
sempurna melainkan dengan melihat secara langsung dan 
mendengarkannya. 
(9) Para saksi dapat mendengar perkataan pihak yang melakukan akad 
dan memahaminya, ini merupakan syarat menurut mayoritas para 
Ahli Fiqhh. Akad nikah tidak sah dengan kesaksian dua orang atau 
tuli; karena tujuan kesaksian tidak terealisasi. Demikian juga tidak 
sah dengan kesaksian orang mabuk yang tidak sadar apa yang ia 
dengar dan tidak mengingatnya setelah sadar.
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   d. Kesaksian Menurut Para Ulama 
                 Kesaksian terhadap akad nikah adalah perkara wajib dan merupakan 
syarat  sahnya nikah menurut jumhur ulama. Kesaksian didalam pernikahan 
masih terdapat perbedaan pendapat oleh para ulama, sebagian ulama 
berpendapat bahwa akad nikah tetap sah tanpa adanya saksi. Di antaranya 
ulama yang berpendapat seperti diatas adalah Abdurrahman bin Mahdi, 
Yazid bin Harun, Ibnu Mundzir, Dawud dan hal ini pernah dikerjakan oleh 
Ibnu Umar dan Ibnu Zubair. Diriwayatkan dari Hasan bin Ali, bahwa ia 











                 Sedangkan Yazid bin Harun mengatakan, Allah memerintahkan adanya 
saksi dalam hal jual dan beli saja dan tidak pada pernikahan. Sementara 
Ashaburra’yi mensyaratkan adanya saksi didalam pernikahan dan tidak 
mensyaratkannya dalam jual dan beli. Jika suatu akad nikah dilaksanakan 




                 Mayoritas ulama Kuffah berpendapat bahwa nikah tidak sah sebelum 
dua orang saksi bersaksi secara bersama-sama satu di dalam akad, 
sedangkan ulama Madinah yaitu Imam Malik bin Anas meriwayatkan 




                 Syiah imamiyah berpendapat bahwa kesaksian dalam pernikahan 




                  Jumhur ulama sepakat mengatakan bahwa saksi sangat penting adanya 
dalam pernikahan. Apabila tidak dihadiri oleh para saksi, maka hukum 
pernikahan menjadi tidak sah walaupun diumumkan kepada khalayak ramai 
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dengan cara lain. Karena saksi merupakan syarat sahnya pernikahan. 
Bahkan imam syafi‟imengatakan bahwa saksi dalam akad nikah merupakan 
rukun pernikahan.
47
Tiga imam Mazhab yaitu Hanafi, Syafi‟i dan Hambali 
memandang saksi sebagai unsur mutlak, saksi adalah rukun dari akad nikah 
yang tidak sah akad-nya apabila ditinggalkan.
48
 
      e. Tujuan dan Hikmah Saksi dalam Perkawinan 
       Adapun tujuan persaksian adalah memelihara ingatan yang benar 
karena khawatir lupa. Serta hikmah disyaratkannya persaksian dalam akad 
nikah adalah memberipengertian betapa pentingnya pernikahan tersebut 
dan menampakkannya kepadaorang-orang demi menangkis segala jenis 
prasangka dan tuduhan atas keduamempelai. Juga dikarenakan persaksian 
tersebut dapat membedakan antara halaldan haram. Biasanya sesuatu hal 
yang halal itu ditampakkan, sedangkan yangharam cenderung ditutup-
tutupi. Dengan persaksian pernikahan tersebut dapatdinotariskan sehingga 
dapat dikeluarkan catatannya saat diperlukan.
49
 
Sedangkan persaksian dalam pernikahan hukumnya wajib karena beberapa 
alasan, di antaranya yang paling penting adalah sebagai berikut. 
1) Akad nikah menempati kedudukan yang agung dalam Islam dan dalam 
aturan masyarakat untuk mengatur maslahat dunia dan agama. Oleh 
karena itu, patut ditampakkan, disiarkan, dan dipersaksikan khalayak 
ramai sebagai kehormatan dan mengangkat derajatnya. 
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2) Persaksian mencegah tersiarnya isu yang tidak baik dan untuk 
memperjelas perbedaan antara halal dan haram sehingga tidak ada 
tempat untuk mengingkari pernikahannya. 
3) Pernikahan berkaitan dengan banyak hukum yang pengaruhnya 
langgeng sepanjang zaman seperti menetapkan keturunan, haramnya 
mertua, dan hak harta warisan. Oleh karena itu, di antara kewajiban 
pelaksanaan pernikahan adalah mengumumkan pernikahan di hadapan 
orang banyak dengan cara persaksian.
50
 
      f. Makna dan Kriteria Adil Bagi Saksi 
      Adil salah satu sifat yang harus dimiliki oleh manusia dalam rangka 
menegakkan kebenaran kepada siapa pun tanpa kecuali, walaupun akan 
merugikan dirinya sendiri.
51
Secara etimologis  kata adil dalam kamus Besar 
Bahasa Indonesia artinya sama berat, tidak berat sebelah;tidak memihak;
52
 
Secara terminologis adil berarti “mempersamakan” sesuatu dengan yang 
lain, baik dari segi nilai maupun dari segi ukuran sehingga sesuatu itu 
menjadi tidak berat sebelah dan idak berbeda satu sama lain. Sedang 
maksud adil bagi saksi adalah bukan orang yang fasik(orang yang pernah 
melakukan dosa besar dan sering menjalankan dosa kecil).
53
 
       Syekh Muhammad bin Qosim Al Ghozi dalam  kitab nya yang berjudul 
Fathul Qarib Al- Mujibmengatakan adil secara bahasa adalahُ ط  yang التََّوسُّ
artinya di tengah-tengah, secara istilah adil adalah : 
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.ةِ احَ بَ مُ الْ  لِ ا ئِ ذَ الر  وَ  رِ ئِ باَ كَ لْ ا اؼِ تَِ قْ ا نِ ا مِ هَ عٌ نػَ َتمْ سِ فْ  النػ يف  ةٌ كَ لَ مَ    
“Watak yang menancap di dalam hati yang bisa mencegah diri dari 




       Menurut ulama Fiqh terdapat dua batasan tentang makna adil yaitu  
Zahir dan Batin. Zahir adalah segala sesuatu yang berwujud atau sesuatu 
yang dapat dilihat. Sedangkan Batin yakni segala sesuatu yanga ada di 




       Mahmud Yunus mengutip pendapat Ibnu Sam‟ani bahwa adil itu harus 
mencakupi empat syarat yaitu: 
1)_Memelihara perbuatan taat (amal shaleh) dan menjauhi perbuatan 
maksiat (dosa). 
2) Tidak mengerjakan dosa kecil yang sangat keji. 
3) Tidak mengerjakan yang halal yang dapat merusakkan muru‟ah  
 (kehormatan diri). 




       Sifat adil dalam ilmu fikih merupakan syarat bagi seseorang yang  akan 
bertindak sebagai saksi baik dalam akad ataupun masalah peradilan. Seperti 
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dalam masalah pernikahan, perceraian, utang, perkara hukum, hakim atau 
penguasa.57 
B. Tinjauan Pustaka 
        Penelitian tentang saksi adil dalam perkawinan bukanlah  hal yang baru 
untuk dikaji namun setelah penulis melakukan penelusuran belum ada secara 
spesifik yang membahas tentang saksi adil menurut pemikiran Imam Abu 
Hanifah dan ImamSyafi‟i  namun ada juga beberapa skripsi yang mengkaji 
tentang saksi adil antara lain: 
         Pertama,Skripsiyang dikaji oleh Siti Ilmi Latifah dari Institut Agama 
Islam Negeri Purwakert pada tahun 2019 dengan judul “Penentuan Saksi Adil 
Dalam Pernikahan di Kantor Urusan Agama “Baturraden”.
58
Penelitian ini 
membahas tentang konsep saksi adil dalam pandangan kontekstual melalui 
wawancara pada lembaga berwenang (KUA). Kajian saksi adil dalam karya 
tulis tersebut lebih menekankan pada aspek syarat saksi adil dalam 
perkawinan berdasarkan rutinitas dan keadaan sosial masyarakat muslim di 
Indonesia. Jenis penelitian yang di gunakan adalah  field research dengan 
menggunakan teknik pengumpulan data melalui hasil wawancara. 
Alasan penulis menetapkan karya tulis tersebut menjadi bahan rujukan karna 
terdapat kesamaan dalam mengkaji saksi adil dalam perkawinan, dimana 
penelitian terdahulu oleh Siti Ilmi Latifah lebih memfokuskan pada pendapat 
                                                          
57
Lihat Skripsi M. Abdul Basith “Sifat Adil Bagi Saksi Dalam Keabsahan Akad Nikah 
Menurut  Empat Imam Mazhab”( Skripsi Program Strata Satu Hukum IAIN Palangkaraya, 
Kalimantan, 2016),h.46 
58
Siti Ilmi Latifah, “Penentuan Saksi Adil Dalam Pernikahan di Kantor Urusan Agama 






lembaga berwenang dalam mengartikan saksi adil Sedangkan penulis dalam 
penelitian ini akan mengkaji dan menguraikan makna saksi adil pada tataran 
tekstualis melalui pendapat Imam Abu Hanifah dan ImamSyafi‟i.  
         Kedua,Skripsi oleh Ahmad Faiz Kamali, mahasiswa Fakultas Syariah 
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2017 
dengan judul “Penentuan Saksi Adil Dalam Pernikahan Di Kantor Urusan 
Agama Kecamatan Jombang Dan Kecamatan Dewek”.Penelitian ini 
dimaksudkan untuk melihat pandangan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) 
dalam menentukan kriteria saksi adil dalam perkawinan.
59
 Secara nyata karya 
tulis terdahulu yang memfokuskan pada pandangan kepala KUA dan juga 
merupakan penilitian lapangan (field research) itulah yang menjadi pembeda 
antara penelitian penulis dengan penelitian terdahulu.  
         Ketiga, Skripsi yang di tulis oleh M. Abdul Basith, Mahasiswa Program 
Studi Hukum Keluarga dari IAIN Palangkaraya Pada 2016 dengan judul “Sifat 
Adil Bagi Saksi Dalam Keabsahan AkadMenurut ImamEmpat 
Mazhab”.
60
Meskipun penelitian  M. Abdul Basith lebih komperhensip dengan 
melihat dan memadupadankan kempat pemikiran mazhab tidak serta merta 
menjadikan penelitian penulis sama dengan penelitian terdahulu dengan kata 
lain penelitian penulis tidak orisinil. Keaslian penelitian penulis dapat di 
temukan melalui satu titik perbedaan  yaitu penggalian hukum dan 
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pemahaman yang digunakan oleh dua mazhab Imam Abu Hanifah dan Imam 
Syafi‟i_dalam_menetapkan_kriteria_saksi_adil_dalam_perkawinan. 
        Dari penelitian dan kajian tentang saksi adil dalam perkawinan karya-
karya di atas, penulis belum melihat adanya penelitian dan pengkajian yang 
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